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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : ()27 TAHUN 2016

TENTANG

REVISI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 17 Maret 2016, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Revisi Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

I. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090});
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576};

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.



MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
REVISI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.898.491.586,26
b. Dana Perimbangan Rp. 662.350.632.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 164.457.888.289,50
Jumlah Pendapatan Rp. 859.707.011.875,76
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 144.862.845.042,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 4.950.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 845.000.000,00
6} Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 61.553.677.354,00
8) Belanja Tak Terduga Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 213.211.522.396,00

b. Belanja Langsung

1} Belanja Pegawai Rp. 9.720.038.664,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 237.414.975.012,50
3) Belanja Modal Rp. 399.433.979.536,50

Rp. 646.568.811.213,00
Jumlah Belanja Rp. 859.780.333.609,00
Surplus/({Defisit) Rp. (73.321.733,24)
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 73.321.733,24
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Biaya Neto Rp. 73.321.733,24
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Revisi Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Revisi Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kkerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 0f Agustus 2016

Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir,

dto

H. HERI AMALINDO
Diundangkan

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

dto

RUSWANI, SH
NIP. 19601028 198303 1 009
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